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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap orang maupun badan hukum dapat melakukan suatu perbuatan
hukum. Perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan cara sengaja dan secara
sadar yang mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban. Salah satu
perbuatan hukum yang dapat dilakukan yaitu melakukan suatu hubungan hukum
dengan pihak lain. Hubungan hukum tersebut dapat berupa suatu perjanjian yang
disepakati oleh para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Namun, tiap
perjanjian tak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang disepakati di awal
perjanjian. Salah satu contohnya yaitu adanya sengketa yang timbul dari
perjanjian antara pihak satu dengan pihak lainnya. Sengketa yang termasuk
dalam perkara perdata haruslah mengedepankan adanya suatu upaya perdamaian
antara para pihak terlebih dahulu sebelum perkara tersebut dilanjutkan ke tahap
persidangan lanjutan.

Pasal 1851 KUHPerdata memberikan definisi mengenai apa itu perdamaian,
yang berbunyi perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa
menyerahkan, menjanjikan, dan menahan suatu barang kedua belah pihak yang
mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan ataupun
mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Kemudian, dalam
Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan definisi mengenai mediasi yang
berbunyi “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh
Mediator”. Dalam Pasal 1 Angka 10 Perma No. 1 menyebutkan bahwa akta
Perdamaian merupakan suatu akta yang memuat isi naskah perdamaian dan
putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian. Pasal 130 Het
Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Pasal 154 Rechtsreglement voor de
Buitengeswesten (RBg) mendorong para pihak yang sedang berperkara untuk

menempuh proses mediasi.



Mediasi merupakan suatu cara yang alternatif untuk menyelesaikan
perselisihan/sengketa yang terjadi di antara para pihak yang berperkara.* Apabila
para pihak yang melakukan mediasi mencapai kata sepakat untuk melakukan
perdamaian, maka isi dari kesepakatan para pihak dalam perdamaian wajib
untuk dikuatkan dan dituangkan ke dalam akta perdamaian yang berisikan
naskah atau hasil dari perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan
kesepakatan hasil dari perdamaian tersebut.? Akta perdamaian merupakan hasil
dari upaya yang dilakukan dengan cara menyelesaikannya melalui jalur mediasi,
yang di mana mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial yaitu
kekuatan yang mana hal disamakan dengan putusan yang telah memiliki
kekuatan hukum yang tetap dan memberikan jaminan suatu kepastian hukum
terhadap suatu penyelesaian dari perselisihan yang terjadi dengan
mengutamakan keadilan demi mencapai win-win solution.® Pada dasarnya akta
adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa
yang menjadi suatu dasar dalam perikatan, yang dibuat sejak awal dalam
perjanjian yang dibuat dengan sengaja yang tujuannya untuk pembuktian apabila
terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan perjanjian.Akta dapat dibagi
menjadi dua, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

Akta Autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang
bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang demi kepastian hukum yang
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara para pihak di kemudian
hari.* Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan definisi mengenai akta autentik yaitu
Akta Autentik merupakan suatu dokumen yang dibuat sesuai dengan bentuk

yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki

! Dewi Sulistianignsih dan Indira Fibriani, “Problematikan Akta Perdamaian Pada
Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi”, Jurnal Suara Hukum, Vol. 5, No. 1, (2023),
him. 5.

2 Dwi Asri Mukaromah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, dan Karyoto, “Perlindungan
Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas Tidak Dilaksanakannya Akta Perdaiaman”, Jurnal
INNOVATITE: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 2, (2024), him. 3.

% Fransiscus X. Tangkudung, “Tinjauan Implikasi Yuridis Terhadap Akta Perdamaian
Yang Dibuat Dihadapan Notaris”, Jurnal Lex Privatum Vol. X, No. 1, (2022), him. 13.

4 Dian Cahayani, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Pendidikan Dasar dan
Sosial Humaniora, Vol. 3, No. 10, (2024), him. 854.



kewenangan di mana tempat akta tersebut dibuat. Kemudian, akta di bawah
tangan merupakan surat yang hanya melibatkan pihak-pihak yang bersepakat
atau melakukan perbuatan hukum dan ditandatangani oleh keduanya tanpa
adanya pejabat umum atau notaris yang berwenang dalam membuat akta
tersebut.> Adapun permasalahan yang terjadi dalam akta perdamaian tersebut.
Salah satu sengketa terkait akta perdamaian tersebut yaitu pembatalan akta
perdamaian berdasarkan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb yang terjadi di
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Sebelum adanya gugatan pembatalan akta perdamaian yang dilakukan
Penggugat terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat, para pihak dalam Perkara
No. 32/Pdt.G/2023/PN Pkb yaitu Penggugat, Tergugat Il, dan Tergugat IlI
pernah melakukan gugatan Class Action kepada Pengadilan Negeri Sekayu,
dengan Nomor Perkara No. 14/Pdt.G/2012/PN. Sky yang dimana para
penggugatnya yaitu M. Asyik (Penggugat I), Akhmad Suhairi (Penggugat 1) dan
Bambang Irawan (Penggugat I11) yang di wakili oleh Advokat Rosalina, S.H.
dan Advokat Andre Yuniadi, S.H. yang diberikan kuasa oleh para penggugat
dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2012. Para pemberi kuasa atau
para penggugat bertindak sebagai Wakil Kelompok/Class Refresentatif dari
calon petani Pemilik Plasma (CPP) Kelapa Sawit Mitra PT. Cipta Lestari Sawit
yang berlokasi di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten
Banyuasin yang berjumlah 1.168 Kepala Keluarga (KK) yang ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan No. 656 Tahun 2007 tertanggal 16 November
2007, yang diterbitkan oleh Bupati Banyuasin.

Gugatan Class Action memungkinkan beberapa kelompok atau sekumpulan
kelompok/orang yang mengalami suatu kerugian oleh tindakan dan pihak
tertentu untuk melakukan gugatan secara bersama dengan diwakili oleh

beberapa pihak.® Melakukan gugatan kepada PT. Agronusa Bumi Lestari

% Clara Ivena Tampanguma, “Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta di
Bawah Tangan”, Lex Privatum, Vol. IX, No. 11, (2021), him. 233.

® Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, dan Farahdinny Siswajanthy, “Gugatan
Kelompok (Class Action) Sebagai Senjata Ampuh Untuk Konsumen Melawan Pelaku Usaha
Curang”, Jurnnal Hukum dan Kewarganegaraan Cahaya limu Bangsa, Vol. 4, No. 6, (2024), him.
4.



(Tergugat 1), Kepala Desa Kuala Puntian (Tergugat Il), Bupati Banyuasin
(Tergugat I11), PT Cipta Lestari Sawit (Turut Tergugat). Asal muasal perkaranya
yaitu Para Penggugat mendapatkan lahan untuk Calon Pemilik Plasma (CPP)
Kebun Kelapa Sawit dengan mitra Turut Tergugat berdasarkan Berita Acara
Kesepakatan Masyarakat Desa di Desa Kuala Puntian pada tanggal 16 Desember
2005 yang diketahui oleh Camat Talang Kelapa Bapak Hasmi, dikarenakan pada
waktu itu Desa Kuala Puntian masuk dalam wilayah Talang Kelapa.

Dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 18 Maret 2006 Masyarakat
Desa Kuala Puntian telah mengibahkan lahan yang berada di Desa Kuala Puntian
seluas kurang lebih 6116 Ha kepada Turut Tergugat. PT CLS sebagai Turut
Tergugat mendapatkan izin lokasi perkebunan kelapa sawit dari Tergugat 111
berdasarkan Surat Keputusan No. 556 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005 seluas
kurang lebih 20.000 Ha yang meliputi Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung
Lago Desa Mukti Ruku Makmur, Wonosari, Budiasih, Majatra, Songo Makmur,
Bumi Rejo Kecamatan Pulau Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

Usulan dan permohonan dari PT CLS (Turut Tergugat) diterbitkan Surat
Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 oleh Tergugat
I11 yang melampirkan daftar CPP seluruh anggota masyarakat Kuala Puntian
yang berjumlah 1.168 KK yang isinya "Menetapkan/menunjuk petani yang
namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Calon Petani peserta
Plasma Kelapa Sawit PT CLS (Turut Tergugat)”. Setelah kesepakatan tersebut,
Para Penggugat selalu memantau perkembangan pembukaan lahan oleh Turut
Tergugat yang membuka lahan kebun Kelapa Sawit, akan tetapi di Harian
Sumatera Express yang terbit pada tanggal 24 Desember 2009 Para Penggugat
membaca adanya pernyataan Tergugat Il yang pada pokoknya berisikan Kades
Kuala Puntian (Tergugat 1) mewakili CPP untuk menolak Turut Tergugat
membangun Kebun Plasma Sawit di Desa Kuala Puntian”. Oleh karena itu,
dengan Surat tertanggal 14 Januari 2010 para Penggugat membuat surat yang
diajukan kepada Tergugat 111 dan Kepada Ketua DPD Kabupaten Banyuasin,
perihal pernyataan sikap Peserta Plasma PT CLS (Turut Tergugat) di Desa Kuala

Puntian karena pada faktanya para Penggugat tidak pernah memberikan kuasa



kepada Tergugat Il untuk menyatakan hal demikian dan para penggugat tetap
menginginkan Turut Tergugat sebagai mitra pada kebun kelapa sawit milik para
penggugat sebagaimana SK No. 656 Tahun 2007 tertanggal 16 November 2007
yang diterbitkan oleh Tergugat I11.

Para Penggugat baru mengetahui atas tanah/lahan untuk kebun plasma para
penggugat tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan No. 14 Tahun 2010 tanggal
06 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
kepada Tergugat | seluas 4.000 Ha dan Surat Keputusan No. 30 Tahun 2010
tentang Pemberian 1zin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat |
yang terletak di Desa Kuala Puntian kecamatan Tanjung Lago Kabupaten
Banyuasin kepada Tergugat | yang diterbitkan oleh Tergugat 111, sehingga di atas
lahan para CPP tersebut terjadi tumpang tindih antara para lahan calon peserta
Plasma (CPP) dengan izin lokasi dari Tergugat I. Perbuatan Tergugat I, Tergugat
I1, dan Tergugat 111 sangat merugikan para penggugat, sehingga Turut Tergugat
tidak bisa melaksanakan penanaman plasma Kelapa Sawit milik para Penggugat
di atas lahan CPP mitra Turut Tergugat.

Lahan CPP yang di kuasai milik Para Penggugat mitra Turut Tergugat oleh
Tergugat | perbuatan Tergugat Il yang menerbitkan berita/keterangan bohong
seolah-olah para Penggugat tidak mau bermitra dengan Turut Tergugat dan
perbuatan Tergugat Il yang menerbitkan SK No. 14 Tahun 2010 tertanggal 6
Januari 2010 atas nama Tergugat | yang terletak di Desa Kuala Puntian kepada
Tergugat | sedangkan di atas lahan tersebut telah diterbitkan SK No. 656 Tahun
2017 yang merupakan lahan CPP milik para Penggugat yang hingga pada saat
itu belum pernah dicabut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH). Akibat
perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materil dan moril bagi para
Penggugat.

Dalam putusannya, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
yaitu mengesahkan gugatan Class Action, menyatakan Tergugat I, Tergugat 11,
dan Tergugat Il melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan
menyatakan para Penggugat merupakan pemilik sah lahan CPP Kebun Kelapa

Sawit dengan Mitra Turut Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat I11.



Lalu, Para Pembanding I, Pembanding Il, dan Pembanding 111 mengajukan
banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor Perkara No.
34/PDT/2014/PTPLG. Amar putusan dari Banding tersebut yaitu Membatalkan
putusan PN Sekayu tanggal 22 Agustus 2013 dengan No. 14/Pdt.G/2012/PN.
Sky, Menolak provisi para Terbanding, Menolak Ekseppsu dari Pembanding |,
I1, dan 111 dan Menolak Gugatan Class Action.

Kemudian, para Terbanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung
dengan No. 15 K/Kpdt/2015, yaitu PT Cipta Lestari Sawit, M. Asykik, Suhairi,
dan Bambang Irawan sebagai Pemohon Kasasi. Amar putusannya yaitu
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 34/PDT/2014/PTPLG,
tanggal 22 Mei 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.
14//Pdt.G/2012/PN. Sky tanggal 22 Agustus 2013, menyatakan gugatan
Penggugat dikabulkan sebagian, menyatakan dan menetapkan sah gugatan
perwakilan kelompok, menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat IlI
melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), menyatakan para Penggugat
merupakan pemilik sah lahan atas lahan CPP kebun Kelapa Sawit dengan mitra
Turut Tergugat sebagaimana SK No. 656 Tahun 2007 tanggal 16 November
2007 yang diterbitkan oleh Tergugat 111

Tak kunjung puas atas putusan kasasi, salah satu Tergugat mengajukan
Peninjauan Kembali (PK) yaitu Kepala Desa Kuala Puntian dengan Nomor
Perkara No. 71 PK/Fdt/20ss16. Namun, permohonan Peninjauan Kembali (PK)
tersebut ditolak. Pada tahun 2020, Bambang Irawan, M. Asyik, dan Akhmad
Suhairi sebagai pemohon eksekusi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
mengajukan Kostatering (pencocokan) ke lapangan CPP.

Kemudian, Penggugat (Bambang Irawan), Tergugat 1l (M. Asyik), dan
Tergugat 111 (Akhmad Suhairi) merupakan pemohon dalam Berita Acara
Eksekusi dengan No. 2/Pen.Pdt/Eksekusi/2020/PN Pkb. Eksekusi merupakan
suatu pelaksanaan dari adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan

hukum yang tetap (in kracht van gewijsde), di mana memerintahkan secara



paksa bagi pihak yang kalah yang tidak mau mematuhi putusan pengadilan.’

Eksekusi memiliki arti yang sama dengan menjalankan suatu putusan (ten

uitvoer legging van vonnissen), yaitu melakukan dan melaksanakan suatu

tindakan secara paksa dari adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum.®

Isi dari Berita Acara Eksekusi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tergugat I (PT. Agronusi Bumi Lestari) untuk memberhentikan segala
kegiatan penanaman apapun di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) para
Penggugat Mitra Turut Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan yang
diterbitkan oleh Tergugat Il dengan No. 656 Tahun 2017 tertanggal 16
November 2007

2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan Penanaman
Kelapa Sawit di atas Lahan CPP milik para Penggugat yang terletak di Desa
Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin; dan

3. Membebankan biaya yang timbul dalam Penetapan ini kepada Pemohon
Eksekusi.

Eksekusi tersebut dilaksanakan oleh PN Pangkalan Balai pada hari Kamis
tanggal 27 Agustus 2020. Namun, tanpa melibatkan Penggugat, Tergugat 1l dan
Tergugat 111 memberikan Kuasa kepada Tergugat IV dengan Nomor Kuasa
053/SK-PDT/VI111/2021 tertanggal 12 Juli 2021 untuk mewakili perdamaian
secara sepihak tanpa melibatkan Penggugat dengan Tergugat | yang diwakili
oleh Tergugat VI (Mr. Soki) yang akan dituangkan di dalam Akta Perjanjian
Perdamaian dengan Nomor 2883 tertanggal 27 Agustus 2021 yang mana Akta
Perdamaian tersebut dibuat di Kantor Tergugat V (Kantor Notaris Merliansyah,
S.H., M.Kn). Penggugat beralasan bahwa pemberian Surat Kuasa oleh Tergugat
Il dan Tergugat I11 kepada Tergugat IV tidaklah sah karna merujuk pada Berita
Acara Eksekusi No. 2/Pen.Pdt/Eksekusi/2020/PN. Pkb yang di mana para pihak

yang menjadi pemohon eksekusi bukan hanya Tergugat 11 dan Tergugat 111 saja,

" Warsito Kasim, “Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang

Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi, (2020), him.

53.

8 Ibid, hlm 54.



melainkan adanya keberadaan dari Penggugat dan dianggap Tergugat Il dan
Tergugat 111 memberikan kuasa kepada Tergugat IV hanya berlaku untuk
Pribadi. Tanpa melibatkan Penggugat Akta Perdamaian tersebut disetujui dan
berlaku tanpa melibatkan Penggugat.

Dalam Posita gugatannya, penggugat beranggapan bahwa para tergugat
melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan Pasal 1365
KUHPerdata. Terkait dengan Akta Perdamaian tersebut dapat dibatalkan karena
melanggar angka 1 yaitu kesepakatan para pihak dan melanggar angka 4 suatu
sebab tertentu yaitu batal demi hukum sesuai dengan syarat sahnya perjanjian
sesuai Pasal 1320 KUHPerdata (Angka 1 dan Angka 4).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian ini untuk
mengetahui penyelesaian sengketa mengenai pembatalan akta perdamaian serta
kaitannya dengan salah satu pihak yang memiliki kepentingan dan hak sebelum
terjadinya akta perdamaian di dalam lahan Calon Pemilik Plasma (CPP), sesuai
dengan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb di Pengadilan Negeri Pangkalan

Balai.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijabarkan dan dijelaskan,

maka permasalahan yang akan penulis angkat ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan akta perdamaian dalam penyelesaian
sengketa pertanahan?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sengketa di Pengadilan
Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor Perkara 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb?



C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah dijabarkan mengenai rumusan masalah, maka tujuan penelitian

dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1.

Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum pembatalan akta
perdamaian  dalam penyelesaian  sengketa  pertanahan  yang
mengenyampingkan dan menghilangkan kekuatan hukum putusan
pengadilan dan Berita Acara Eksekusi No. 2/Pen.Pdt/Eksekusi/2020/PN.
Pkb; dan

Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No.
32/Pdt.G/2023/PN. Pkb.

D. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat

dalam penelitian baik teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta

memberikan hasil pemikiran dalam kajian ilmu hukum serta menjadi

referensi mengenai Pembatalan Akta Perdamaian yang dilakukan oleh para

pihak tanpa melibatkan seluruh pihak sebelum adanya perjanjian;

a. Mengimplementasikan teori-teori dalam bidang ilmu hukum; dan

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam
pengembangan ilmu hukum terkhususnya keperdataan.

Manfaat Praktis

a. Diharapkan dari adanya topik penelitian ini mampu menjadi referensi
bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis atau yang
berkaitan, terkhususnya penulis agar lebih memahami mengenai
permasalahan Pembatalan Akta Perdamaian tanpa melibatkan seluruh

pihak yang berkepentingan;
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b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta dapat
menjadi suatu pertimbangan dalam menyelesaikan perkara Perbuatan
Melawan Hukum (PMH).

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi
ilmu hukum; dan

d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi

masyarakat luas.

E. RUANG LINGKUP

Penelitian yang berjudul “Pembatalan Akta Perdamaian Dalam
Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan
Balai Nomor 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb) ini memiliki ruang lingkup masalah yang
akan di limitasi mengenai akibat hukum pembatalan akta perdamaian dalam
penyelesaian sengketa pertanahan serta pertimbangan hukum hakim terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb
terhadap pembatalan akta perdamaian terhadap pihak baik itu Penggugat,
Tergugat, dan Turut Tergugat.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Pada dasarnya, hukum haruslah adil dan pasti. Menurut Sudikno
Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan,
dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum diwujudkan oleh
hukum yang sifatnya membuat dan menciptakan suatu aturan hukum yang
memiliki sifat umum. Sifat umum dari suatu aturan hukum ini membuktikan
bahwa suatu hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dan
kemanfaatan, melainkan juga hanya semata-mata demi kepastian.® Teori

kepastian hukum dalam perjanjian perdamaian merupakan jaminan bahwa

® Ahmad Ali, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta:
The World Bank, 2002, him. 82-83.
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hukum akan ditegakkan, hak-hak para pihak akan terpenuhi, dan keputusan
dapat ditegakkan. Kepastian hukum juga merupakan perlindungan yang sah
terhadap kesewenang-wenangan, sehingga seseorang dapat memperoleh
apa yang diharapkannya Penulis menggunakan teori kepastian hukum untuk
menganalisis akibat hukum pembatalan akta perdamaian pada penyelesaian
sengketa pertanahan serta memberikan kepastian bagi para pihak dalam
menyelesaikan suatu permasalahan mengenai lahan Calon Pemilik Plasma
(CPP).

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim atau Ratio Decidendi merupakan suatu argumen
atau suatu alasan yang digunakan oleh hakim dalam melakukan
pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar sebelum memutus suatu
perkara. Hakim mempunyai suatu kemampuan dalam memahami suatu
prinsip-prinsip hukum serta keadilan dalam tatanan dan kehidupan di
masyarakat. Dalam memutus adanya suatu perkara, hakim wajib melakukan
pertimbangan dengan cermat dengan tujuan agar suatu keadilan dan
kepastian hukum dapat dicapai.l® Pada prakteknya, hakim dapat
menerapkan suatu sumber hukum yang mencakup suatu peraturan
perundang-undangan serta peraturan pelaksananya, yurisprudensi,
pengetahuan ilmiah, serta doktrin.!! Dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
menyebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,
dituntut dan dihadapkan di muka persidangan pengadilan, wajib dianggap
tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada hakikatnya,
hakim dalam melakukan pertimbangan memuat mengenai beberapa hal
berikut, yaitu:

10 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004, him. 140.

1 R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Cetakan Ke-2, Bandung:
Mandar Maju, 2005, him. 146
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a) Mengenai pokok permasalahan dan hal yang diakui serta dalil yang tidak
disangkal;

b) Menganalisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang
berkaitan dengan semua fakta dan suatu hal yang terbukti dalam
persidangan; dan

c) Bagian petitum dari pihak penggugat yang harus mempertimbangkan
atau diadili secara satu per satu, sehingga hakim dapat melakukan
penarikan kesimpulan mengenai apakah terbukti atau tidaknya serta
apakah dapat dikabulkan atau tidak tuntutannya dalam amar putusan.

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim untuk menganalisis
bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus Perkara Nomor
32/Pdt.G/2023/PN. Pkb dalam perkara Pembatalan Akta Perdamaian terkait
pengelolaan lahan Calon Pemilik Plasma (CPP).

3. Teori Perjanjian

Dalam Bahasa Belanda, persetujuan yaitu Overeenkomst dimana
Bahasa Inggrisnya yaitu Agreement atau dalam Bahasa Indonesia yaitu
Perjanjian.*> Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau badan hukum atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang atau badan hukum lainnya.'®* Menurut
Subekti, perjanjian sebagai suatu hubungan hukum yang didasarkan pada
suatu kenyataan yang di mana salah satu pihak atau lebih memiliki suatu
wewenang untuk menuntut sesuatu dari pihak lain yang di mana pihak lain
tersebut memiliki suatu kewajiban untuk memenuhi dan melunasi sesuatu
tersebut. Perjanjian merupakan suatu hubungan secara timbal balik antara
para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh para
pihak serta mempunyai hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-

masing.4

2 M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007, him. 61.

13 pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

14 Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Graha limu, 2014, him. 2
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Dalam melakukan atau membuat suatu perjanjian, para pihak haruslah
memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320
KUHPerdata, yang bunyinya yaitu adapun syarat sahnya suatu perjanjian
yaitu: a) Kesepakatan para pihak; b) Cakap hukum; c) Adanya suatu hal
tertentu; dan d) Kausa yang halal.”'® Syarat a dan b merupakan syarat
subyektif, yang artinya apabila salah satu atau kedua syarat subyektif tidak
terpenuhi maka akibat hukumnya yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
Sedangkan syarat ¢ dan d merupakan syarat objektif, yang di mana apabila
salah satu syarat atau kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian
tidak batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut dianggap tidak
pernah ada.

Penulis menggunakan teori perjanjian untuk menganalisis pembatalan
perjanjian akta perdamaian yang digugat olen Bambang Irawan selaku
Penggugat dalam Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb.

G. METODE PENELITIAN

Soejono Soekanto memberikan penjelasan mengenai penelitian, yaitu
penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu
pengembangan, penguatan, dan pembinaan akan suatu ilmu pengetahuan.'®
Metode Penelitian merupakah tata cara atau suatu cara mengenai bagaimana
suatu penelitian dapat dilaksanakan. Suatu penelitian dikerjakan dengan cara
menganalisa dan merekonstruksi dengan cara metodologis, sistematis, dan
konsisten. Sistematis ialah suatu perencanaan serta tahapan yang dilalui secara
jelas. Sedangkan metodologis ialah suatu cara tertentu yang memiliki konsistensi
yang artinya tidak bertentangan terkait kerangka tertentu, yang menghasilkan

analisis ilmiah.”

15 pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

16 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Univesitas Indonesia, 2008,
him 3.

17 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, him
18.
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Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan mengenai
konsep terkhususnya konsep hukum, fakta senyatanya dari hukum dan sistem
dari hukum yang berlaku untuk dikembangkan kembali atau diperbaiki dengan
tujuan untuk menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat. Terdapat hal-hal
yang berkesinambungan dengan metode penelitian yang dipakai di dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu
normatif. Penelitian normatif (penelitian perpustakaan/library
research) merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan
bahan-bahan penelitian berupa teori, konsep, asas hukum, dan
peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Artinya
penelitian normatif merupakan penelitian yang menggunakan sumber
dari kepustakaan atau data sekunder. Data tersebut yang menghasilkan
suatu penelitian dalam bentuk tulisan yang berguna bagi para peneliti
lain dalam melaksanakan penelitiannya. Peneliti dapat memilih dan
menelaah bahan-bahan kepustakaan hukum yang diperlukan guna
untuk memecahkan dan menjawab permasalahan penelitian yang

dilaksanakan.8

2. Pendekatan Penelitian
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati, meneliti,
memeriksa, dan menelaah semua peraturan perundang-undangan
dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau
isu hukum yang sedang dihadapi.’® Dalam skripsi ini akan
menelaah Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Rechtreglement

voor de Buitengewesten (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum

18 Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Medan:
Pustaka Bangsa Press, 2005, him. 21.
19 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006, him. 93-94.
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Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata
Cara Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok.
2. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)
Pendekatan analitis (analytical approach) dilakukan dengan cara
melakukan suatu analisis yang mendalam terhadap permasalahan
atau suatu isu yang diangkat terhadap data dan informasi yang telah
ada. Pendekatan ini digunakan untuk memahami suatu fenomena
tertentu. Sehingga, adanya pendekatan analitis ini dapat mencegah
terjadinya interpretasi dalam menjawab permasalahan dan isu
hukum dalam penelitian ini.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara
menelaah dan meneliti kasus yang berhubungan dengan
permasalahan hukum yang sedang dihadapi.?® Penelitian yang
dibuat ini dilakukan dengan cara mempelajari kasus yang dibahas
dan diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Perkara
Pembatalan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Pangkalan
Balai dengan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan
menganalisa bahan primer, dan sekunder. Bahan-bahan hukum yang

akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

20 Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, him. 14.
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1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisikan atas suatu Perundang-Undangan

yang berlaku, risalah asli, yurisprudensi, dan dokumen dari negara

serta mempunyai kekuatan mengikat.? Bahan hukum primer

sebagai sumber hukum yang mengikat dan meliputi hierarki

peraturan perundang-undangan.??> Adapun sumber hukum yang

primer yang digunakan di penelitian ini, yaitu:

2)
b)

c)
d)

f)

9)

h)

)

K)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herziene Inlandsch Reglement

Rechtreglement voor de Buitengewesten

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata
Cara Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No. 1038/K/Sip/1972

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor
32/Pdt/G/2023/PN. Pkb.

21 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, him. 194.
22 Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, 2019, him. 62.
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2. Bahan Hukum Sekunder
Berisikan sumber hukum seperti buku-buku hukum, jurnal hukum,
artikel, makalah, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki kaitan
dengan pembahasan serta masalah yang akan dianalisis di penelitian
ini. Berfungsi untuk memberikan tambahan dari bahan hukum
sebelumnya. Sumber-sumber ini bermanfaat dalam memberikan

pemahaman mengenai aspek-aspek hukum.?

Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dari bahan penelitian
dengan cara studi kepustakaan (library research) yang dilakukan
dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari
berbagai sumber tertulis. Terdiri dari peraturan perundang-undangan,
artikel dan jurnal hukum, buku, dan laporan penelitian Pendekatan ini
mengelompokkan bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan
penulis untuk melakukan penulisan dalam penelitian ini.?* Penelitian ini
akan memberi penjelasan secara deskriptif yang bersumber dari
berbagai sumber hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier serta literatur buku, dan media elektronik yang memiliki

keterkaitan dengan penelitian yang ditulis.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan
metode pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis terhadap suatu
bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis untuk
memahami serta menyelesaikan permasalahan hukum yang akan
dibahas di dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif melibatkan
pengembangan teori yang bersumber dari data terebut. Melakukan

penafsiran dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan

23 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,,

Jakarta; Pustaka Pelajar, 2010, him. 42-43.

96.

24 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Jaya, 2008, him.
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untuk mencari pemahaman yang sesuai dengan argumen-argumen yang
terkandung dalam undang-undang sesuai dengan maksud dari pembuat

dan isi undang-undang.?®

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Dalam menarik kesimpulan, penulis dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan induktif. Pendekatan induktif yaitu pendekatan yang
menganalisis yang lebih spesifik (khusus), seperti pengamatan terhadap
data yang ada, pembahasan, serta dukungan dari pembuktian yang
diakhiri dengan kesimpulan secara umum. Dari penarikan kesimpulan
yang bersifat secara umum tersebut akan menjawab permasalahan
dalam penelitian ini berdasarkan fakta atau temuan yang di dapat

berdasarkan analisis guna menjawab permasalahan penelitian.6

% R, Soeroso, Pengantar llmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, him. 97,
% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2006, him. 52.
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